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BUPAT| PATI
PERATURAN BUPATI PATI

F{OMCR E4 TA,HUN ZSCS

TENTANG

PEMBERIAN EA.NTUAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DEF''GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F$A

BUPATI PATI,

Menlmbang : a. bahwa Badan Perwakilan Desa {BPD) sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa dituntut untuk mampu mewujudkan nilai-nilai

demskratis dalanru penyelengga{aan pemerintahan di desa;

Mengingat : 1.

bahwa selarna ini sumber pendapatan desa yang dialokasikan dan

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APB

Desa) untuk memberikan tuniangan kepada anggota BPD adalah

sangat terbatas;

bahwa berdasaikan pertirnbangan sebagairnana dimaksud huruf a

dan l'luruf b, perlu rnemberikan ba*tuan keua*gan kepada psra

anggota BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Unda*g-Undang Ncmor 13 Tahun 1SS0 tentang Pemberrtukan

Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2884 tentanE Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

l*do*esia Tah+n 2SS4 Ncr*sr 53, Tambaha* Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik l*doneeia Nomor M37),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nornor 12 Tahu* 2008 tenta*g Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lernbaran Negara Rep*blik lndonesia Tahun 2008 Nornor

59, Tambafran Lembaran Negara Republik lndoreaia Nn*ror 4844);

b.

c.

J.



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerinta!: Pusat den Femer"inteh Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Len:berar: f*.legara Republik Indonesia Ncn:sr 4438) ;

5. Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

ii-en+baren Negara Repubtik l*danesl* Tah*n 2fiS5 Ncmsr 't58,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);

$. Feraturan Daerah Kabi.rpaten P*ti f*smsr 4 Tahun ?GS7 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2*07 f$amor 4, Tambahan Ler*baran *aerah Kabupaten Pati

Nomor 3);

7. Feraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten PatiTahun

2&BT Nsmcr S, Tanrbahan Lernbaran Daerah Kabupate* Pati

Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN

KEUAF{GAI{ BAGF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAf$ DESA

(BPD).

DNDIlJr1U I

KETENTUAN UMUM

Pasai i
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Pem*rintah Daerah adaiah Penrerintah *a*rah Kabupaten Pati"

4. Sekretariat Daerah adalah $ekretariat Daerah Kabupaten Pati

5. saglan Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Fernerlntalran pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati"

6. Anggaran Pendapata* dan Belania *aerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pati.

7. Anggaran Pendapatan dan Belania Desa yang selanjutnya disingkat

APB Desa adalah angsaran yang terdiri atas b'agian p*ndapatan

desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang ditetapkan setiap

tah*n *leh Kepala Desa bersary:a BPD dengan Peraturan Desa.



8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang ber''avenang untuk rnengatur dan me*g*rus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat

seternpat yang diakui dan dihorrnati dalai"n Sistem Pemerintahan

Negana Kesatuan Republik lndonesia.

9 Pemerintahan Desa adaleh pe*yefenggaraa* *rusan pemeri*tehan

olefr Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

n*engatur dan rnengurus kepentingan rnasyarakat seter*:pat,

berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan

dihormatl dalam $istem PemerintaFran Negara Kesat*an Repubtik

lndonesia.

10-Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"

lt.Badan Pennusyawaratan Desa yaftg sela*lutnya disingkat BPS

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyele*ggeraari peillerintaha* dt desa sebag*i unsilr

penyelenggara pemerintahan desa.

12,Kepata Deea adalah pejebat ye*g memimpin penyele*ggaraan

Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat

i=nela{ui pemili}:an Kepala Desa.

l3.Bantuan keuangan adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan

dari APBS Kabupaten untuk mendukung desa dalan* menrberikan

tunjangan kepada anggota BPD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan didesa.

BAB I}

ALOKA$r AFJGGARAF; DAru SESARAru BASTUAFT

Pasal 2

{1} Bantuan keuangan diatokesikan delam APBD melalui Sekretariat

Daerah

(2', Bantua* ke*angan sebagair*ana dirnakeud pada ayat {1} diberikan

untuk 1 (satu) tahun anggaran

{3) Bantuan keuangan sebagaimane dirnaksud pada ayat {1)

dimasukkan dalam APB Desa tahun berjalan.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2

yang dibe*kan kepada anggata BPD s*tiap tahun, selanjutnya

diGtapkan denga* Keputusan Bupati Pati-



BAB iII

PEMtsERiAIiI, PERSYARATAN, DAFE FATA CARA PEtrCAIRAru DAHA

BANTUAN KEUANGAN

Fasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini

diberikesr kepeda a*ggcta BP* yang masih aktif daiern tahu* berjaien,

yang keanggotaannya ditetapkan dan diresmikan oleh Bupati atau

pejabat yang berwenang untuk itu, menurut keterrtuan p€rundangan

yang berlaku.

Pasat 5

(1) Bagi anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, maka kepada

yang bersangkutan masih dapat rnenerima bagian dari bantr-lan

keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, sampai dengan bulan

pada saat yang bersangkutarr dinyatakan berhenti sebagai anggota

BPD berdasarkan keputusan yang sah menurut ketentuan peraturan

perundangan yang berlaki:, deng*n jlrmlah nominai yang

disesuraikan.

{2} *ai anggota BPD a*tar waktu, kepadeny* diberika* bagian dari

bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai

bulan pada saat yang bersangkutan diresmikan sebagai anggota

BPD oleh Bupati atau pejabat yang benrvenang untuk itu, dengan

jumlah nsrfi inal yang disesuaii(a*.

{3) Bagian dari bantuan keuangan yaftg diterirna oleh anggota BPD

yang berhenti atau diberhe*tikan sebagairnane din:aksl_ld pada

ayat (1) ditambah dengan bagian dari bantuan keuangan yang

dFterima cleh angg*ta BP* a*tar waktu sebagairnana dimaksud

pada ayat i2) adalah sama dengan besar bantuan keuangan untuk

satu orang anggcta BPD dalam catu tahun sebagainra*a dirnaksud

dalarn Pasal 3.

{4} Jumlah besar bantuan keuangan yarig di*esuaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihitung berdasarkan

bantuan keuangan eebagaimana dimaksud Pasal 3 dibagi dengan

jumlah bulan dalam setahun, kemudian hasilnya dikatikan dengan

jumlah b*!an selama Yang Bersangkutan aktif sebagai anggota BPD



Pasai 6

Bentuen keuangan sebagaimana dimaksud Calam Fasal 2 dicairkan

dalan': 1 (saiu) tahap, dengan cara dltransfer ke rekening masing-

rnasing Pen'rerintah Desa rnelalui Banlc Jateng.

Fasal 7

{f } Pencairan dana dan transfer eebagairnana dirnaksud dalam Fasal S

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati.

i?) Dalam hel Keputusan sebegaimana dimaksud pada ayat {1) telah

ditetapkan oleh Bupati Pati, maka dana bantuan keuangan

sebagaimana dirn*ks*d dalar* Pasal 3 dapat segera dicairkan dan

dltransfer ke rekening Pemerintah Desa setempat.

{3} Guna pelaksanaan peneairan dan transfer dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa

yang bersangkutan terlebih dulu n:engajukarr perrnchonan

pencairan dana kepada Bupati Pati dengan dilampiri rencaRa

p€nggrinaan dana dan bukiitanda terima dananya.

i4) Tanda terima sebagainnana dirnaksud pada ayat (1) dibuat ceffira

kCIlektlt untuk seffiua engg+ta *P* dan dita*datangani oleh Kepata

Desa atau Penjabat Kepala Desa, sekaligus untuk satu tahun

€nggaran dalan: fsrmat kuitansi.

(5) Rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima sebagaimana

dimaksud pada ayat {ti dibuat rangkap 3 itigai dengan ketent*an

satu lembar kuitansi tanda terimanya nnenggunakan rnaterai cr"rkup.

Fasai I
(1) DaNann hal anggota BPD sebagairnana dinraksud dalann Pasal 4 dan

Fasal 5 ayat t?j me*inggal dunia, meke bantuar: keuangan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 diterin':akan kepada Ahli

Warisnya.

(2) Bantuan keuangan bagi anggota BPD yang diterima oleh Ahri waris

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, be*amya dapat disesuaikan

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalarn Pasal 5-

BAB IV

KETENTUAT* LAIN



Fasal I
Apabila AF$ Desa sudah ditetapkan dan dinyataicail berlaku sebelum

Peraturan ini diieiapkan, dan belum memasukkan bantuan keuangan

sebagairnana dirnaksud dalan: Fasal 3, nraka Pernerintah Deea yang

bersangkutan harLrs rnemasukkannya dalann Perubahan AFB Desa

tahun berjalan-

BAB IV
DEilIi ITI IFI L!!U !

Pasal 10

Unt*ls membentu kclancaran prCIse$ pemberian barutuan keuangan

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini, camat memfasilitasi

k*giatan persiapan dan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlak* pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundarigan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah

Kabupaten Fati.

Ditetapkan diPati
pada ianeoal 29 April 2009

FENtri-iT{AN
TElfN / KEP{JTUSAN BUPATIDiundangkan di Pati

Pada tanggal 29 &Pril ?*il9

$EKRETARIS DAERAH KABUFATEN PATI,

BIRITA DAERAFi KABUPATEN FATI TAi-{UN 2S0g r*Ofiit0R..f,5....
+
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